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ABSTRACT 

Economic freedom is implemented through muamalah activities, which are part of 'ammah 

worship. Muamalah covers various aspects of economic life, and its fundamental principle is 

"permissible" as long as there is no evidence prohibiting it. In this context, muamalah that 

aligns with Sharia principles and rules can be accepted as a legitimate economic activity. This 

research employs a literature review method or library research with a qualitative approach. 

Data sources are obtained from various sources such as books, scholarly journals, and other 

references. The analysis is conducted with a descriptive-inductive approach to explore the 

values contained in specific principles or concepts. Thus, human freedom in Sharia economics 

has profound meaning and is closely related to Islamic principles. This freedom is not absolute 

but directed towards achieving balanced and sustainable well-being. Islamic principles provide 

an ethical and moral foundation that guides individuals in exercising their economic freedom. 

KEYWORDS: meaning, human freedom, Sharia economics 

ABSTRAK 

kebebasan ekonomi diterapkan melalui kegiatan muamalah, yang merupakan bagian 

dari ibadah 'ammah. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, dan 

prinsip dasarnya adalah "boleh" selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam 

konteks ini, muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah 

dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Penelitian ini menggunakan 

metode kajian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan 

referensi lainnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-induktif untuk 

menggali nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip atau konsep tertentu. Dengan 

demikian, kebebasan manusia dalam ekonomi syariah memiliki makna yang 

mendalam dan terkait erat dengan prinsip-prinsip Islam. Kebebasan tersebut 

bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang diarahkan untuk mencapai 

kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam memberikan 
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landasan etika dan moral yang membimbing individu dalam menjalankan kebebasan 

ekonomi mereka. 

Kata Kunci: makna, kebebasan manusia ,ekonomi syariah. 

 

PENDAHULUAN 

Kebebasan adalah istilah yang memiliki beragam makna, dan setiap individu 

cenderung memiliki definisi yang berbeda tentang konsep kebebasan. Perspektif 

kebebasan juga dapat diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang, termasuk 

perspektif ekonomi. Ekonomi, sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya 

yang ada, dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari tiga model utama: 

ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Meskipun ketiga model ini 

memiliki mekanisme pengaturan yang berbeda, tujuan mereka sama, yaitu 

menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan. 

Kebebasan manusia dalam konteks ekonomi selalu menjadi aspek sentral yang 

mendefinisikan dinamika masyarakat. Dalam landasan nilai Islam, kebebasan 

ekonomi mengandung makna yang mendalam, terkait erat dengan prinsip-prinsip 

keadilan, etika, dan keseimbangan sosial. Islam sebagai pandangan hidup menyajikan 

pandangan unik mengenai kebebasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, 

menempatkannya sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan individu dan 

masyarakat. 

Pemahaman terhadap makna kebebasan ekonomi dalam Islam mencakup 

konsep kepemilikan yang bersandar pada keimanan bahwa segala sesuatu di alam 

semesta ini adalah milik Allah. Meskipun demikian, Islam memberikan kebebasan 

sepenuhnya bagi individu untuk memiliki, mengelola, dan menggunakan harta 

dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. 

Sehingga, kebebasan ekonomi dalam Islam bukanlah kebebasan mutlak yang tidak 
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terikat oleh aturan, melainkan kebebasan yang diatur dan terarah untuk mencapai 

kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan. 

Sebaliknya, sistem ekonomi kapitalis meyakini bahwa keadilan dan 

kesejahteraan ekonomi akan tercapai dengan memberikan kebebasan sebesar-

besarnya kepada individu dalam mengelola sumber daya alam. Pemerintah tidak 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, karena campur tangan 

pemerintah dianggap mengganggu dan dapat menghambat terwujudnya keadilan 

dan kesejahteraan ekonomi. 

Kedua sistem ekonomi tersebut memiliki kesamaan dalam memisahkan 

kegiatan ekonomi dari aspek agama. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam mengusung 

pandangan yang berbeda dengan mengintegrasikan agama ke dalam aktivitas 

ekonomi dan memberikan peran penting dalam mencapai keadilan ekonomi dan 

kesejahteraan. 

Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, makna kebebasan dapat diartikan 

melalui dua perspektif: teologi dan ushul fiqh. Dari perspektif teologi, manusia 

diberikan kebebasan untuk membuat pilihan, dan indikator kebebasan tersebut 

terlihat melalui pemberian reward dan punishment, dengan pertanggungjawaban 

penuh di akhirat. Sementara itu, dari perspektif ushul fiqh, kebebasan dalam 

muamalah berarti manusia dapat melakukan sesuatu kecuali ada dalil yang 

melarangnya, sesuai dengan prinsip "Pada dasarnya, dalam kegiatan muamalah, 

segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya." 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini masuk dalam kategori kajian kepustakaan atau riset perpustakaan. 

Dalam jenis penelitian ini, fokus utamanya terletak pada literatur sebagai sumber data 

utama, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Bachtiar (1997). Metode penelitian 
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yang diterapkan dalam studi ini adalah paradigma kualitatif, yang melakukan 

eksplorasi mendalam terhadap isu-isu dengan pendekatan nonstatistik, sebagaimana 

diuraikan oleh Sugiyono (2015). Pendekatan penelitian bersifat normatif dengan 

menggali nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip atau konsep tertentu, sesuai 

dengan pandangan Abubakar (2021). Sumber data untuk penelitian ini dikumpulkan 

dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya. Teknik 

analisis yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif-induktif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ekonomi Syariah 

Dalam diskusi mengenai ekonomi syariah, tentu saja terkait dengan norma-norma 

yang berkaitan dengan perekonomian dalam sistem Islam. Ekonomi syariah 

menuntut agar nilai-nilai keislaman menjadi dasar bagi pelaku ekonomi dalam 

kegiatan konsumsi, produksi, dan bisnis. Kelembagaan, termasuk dalam ranah 

ekonomi syariah, memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, 

terutama mengingat adanya kegagalan pasar yang disebabkan oleh mahalnya 

informasi dan kurangnya pemanfaatan seluruh informasi yang ada oleh pelaku pasar. 

Masalah-masalah ketidaksempurnaan ini muncul dalam hampir setiap kegiatan 

ekonomi, karena terdapat potensi kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh 

eksternalitas dalam produksi, eksistensi barang publik, dan lain sebagainya. 

Operasional ekonomi kelembagaan syariah mencakup kondisi yang harus dipenuhi 

atau kewajiban, serta kondisi yang harus dihindari atau larangan dalam sistem 

ekonomi. 

Dalam konteks kelembagaan perekonomian syariah, beberapa hal yang harus 

dipenuhi atau kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku ekonomi antara lain: 

Kebebasan Dalam Berekonomi Dibedakan menjadi dua hal: 
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• Kebebasan eksistensial, yang terkait dengan kemampuan seseorang untuk 

menentukan tindakannya sendiri, fokus pada penentuan "untuk apa" daripada 

"dari apa." 

• Kebebasan sosial, menekankan kebebasan dari apa atau siapa, berwujud 

negatif karena tidak ada pembatasan dari pihak lain. 

Dalam merealisasikan konsep kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi, 

kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu dalam masyarakat 

untuk meraih kekayaan. Namun, hal ini bisa menimbulkan kerancuan dalam 

distribusi pendapatan dan kekayaan. Sosialisme, sebaliknya, tidak memberikan 

kebebasan kepada individu dalam kegiatan ekonomi. 

Dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah tidak dihindari sepenuhnya. Kebijakan 

pemerintah dibutuhkan ketika perekonomian dalam keadaan darurat, dan intervensi 

harus sesuai dengan syariah. Misalnya, intervensi diperlukan ketika suatu kegiatan 

ekonomi berdampak buruk bagi kemaslahatan masyarakat atau ketika mekanisme 

pasar mengalami penyimpangan. 

Meskipun Islam memberikan kebebasan dalam ekonomi, terdapat kontrol melalui Al-

Qur'an dan As-Sunah. Beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an 

ا ا ٰٓي  ٰٓ نوُۡآٰ الَّذِيۡن ٰٓ يُّه  م  تِٰٓ مِنٰٓۡ کُلوُۡا ا  ا ط ي ِب  كُمٰٓۡ م  قۡن  ز  اشۡكُرُوۡا ر  ِٰٓ و  اِيَّاهُت عۡبدُوُۡن ٰٓ کُنۡتمُٰٓۡ انِٰٓۡ لِِلٰ  

: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami 

berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 

menyembah." (QS Al-Baqarah: 172) 

Ayat ini menekankan kepada orang-orang yang beriman untuk mengonsumsi 

makanan yang baik dan halal dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Selain itu, 

mereka diminta untuk bersyukur kepada Allah dan mengakui bahwa mereka hanya 

menyembah-Nya semata. 
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B. Makna Dan Tujuan Dalam Praktek Ekonomi Islam 

Dalam konteks ekonomi syariah, makna kebebasan manusia memiliki dimensi 

yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur kegiatan ekonomi. 

Kebebasan ekonomi dalam kerangka syariah tidak dilihat sebagai kebebasan mutlak 

untuk mengejar keuntungan semata, melainkan sebagai kebebasan yang terbatas oleh 

nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam paragraf ini, akan diuraikan beberapa aspek 

makna kebebasan manusia dalam ekonomi syariah. 

Kebebasan ekonomi dalam pandangan syariah tidak hanya berkaitan dengan 

hak individu untuk memiliki dan mengelola harta, tetapi juga dengan tanggung jawab 

sosial dan etika bisnis. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, 

transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Individu 

diberikan kebebasan untuk berusaha dan memiliki harta, namun harus mematuhi 

aturan-aturan Islam yang melarang riba, penipuan, dan eksploitasi. 

Dalam ekonomi syariah, kebebasan manusia terlihat dalam kemampuannya 

untuk memberikan zakat dan infaq, yang merupakan kewajiban sosial untuk 

mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebebasan ini diiringi dengan tanggung 

jawab moral untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan pribadi demi 

mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada yang 

membutuhkan. 

Selain itu, kebebasan ekonomi dalam Islam juga mencakup prinsip kepemilikan 

yang adil dan distribusi kekayaan yang merata. Konsep kepemilikan dalam ekonomi 

syariah tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan 

juga untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Individu tidak hanya memiliki 

hak untuk mengelola harta mereka, tetapi juga memiliki kewajiban untuk 

menggunakan kekayaan tersebut secara bertanggung jawab demi kepentingan 

umum. 

Oleh karena itu, kebebasan manusia dalam ekonomi syariah bukanlah kebebasan 

yang tidak terkekang dalam mengejar kepentingan individu, melainkan kebebasan 
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yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, 

keadilan, dan solidaritas sosial. 

Kebebasan ini menjadi dasar untuk menciptakan perekonomian yang adil dan 

berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan.Kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam merupakan bagian dari 

muammalah .Dengan memperhatikan kriteria tertentu, maka wilayah Muammarah 

digolongkan ke dalam kelompok “jasa Amma” yang ketentuan pelaksanaannya lebih 

bersifat umum.Ulama merangkum kaidah umum tersebut dalam asas Ushr yang 

menyatakan: “Hukum Dasar Muamara diperbolehkan kecuali ada dalil yang 

menentangnya” (Azhari, 2015). 

Menurut asas ini, berbagai jenis dan bentuk muamara yang berkembang dalam 

kondisi modern dan merupakan hasil kreativitas dan pengembangan diakui sebagai 

kegiatan ekonomi yang sah.Dalam konteks Muamara, fokusnya adalah pada hakikat 

makna yang terlibat dalam praktik dan tujuan yang ingin dicapai. 

Muamalah jenis ini dapat diterima apabila muamalah yang dilaksanakan dan 

dikembangkan memuat hal-hal yang disyaratkan syariah, sesuai dengan prinsip dan 

kaidah yang  ditetapkan dalam syariah, serta mempunyai tujuan memberi 

kemaslahatan umat manusia dan mencegah keburukan. Konsep ini didasarkan pada 

beberapa ayat Allah SWT yaitu . 

Surah Al-An'am (6:141) dalam Al-Qur'an. 

هُو ٰٓ ت ٰٓ أ نش أ ٰٓ ٱلَّذِى ٰٓ و  نَّ  ت ٰٓ ج  عْرُوش   غ يْر ٰٓ مَّ ت ٰٓ و  عْرُوش   ٱلنَّخْل ٰٓ م  رْع ٰٓ و  ٱلزَّ يْتوُن ٰٓ أكُُلهُُٰۥٓ مُخْت لِفاً و  ٱلزَّ ان ٰٓ و  مَّ ٱلرُّ بِهًا و  غ يْر ٰٓ مُت ش   بِه ٰٓ و  مُت ش    ٰٓ    

رِهِ ۦٰٓ مِن كُلوُا ٰٓ ر ٰٓ إِذ ا ٰٓ ث م  اتوُا ٰٓ أ ثمْ  ء  قَّهُٰۥٓ و  ادِهۦِ ي وْم ٰٓ ح  ص  ٰٓ   ٰٓ ح  ل  ا ٰٓ و  ٰٓ تسُْرِفوُ  ٰٓ إِنَّهُٰۥٓ    ٱلْمُسْرِفِين ٰٓ يحُِبُّٰٓ ل   

: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan 

delima yang serupa bentuk dan warnanya, tetapi berbeda rasa. Makanlah dari 

buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari dia dipanen, dan 
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janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebihan." 

Ayat ini mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. 

Masyarakat diingatkan untuk menikmati hasil dari kebun-kebun dan tanaman yang 

Allah ciptakan dengan berbagai macam buah, namun juga diingatkan untuk tidak 

berlebihan dalam penggunaannya. Hak-hak yang disebutkan, seperti hak tanaman 

pada hari panen, menunjukkan adanya sistem distribusi dan keadilan ekonomi. 

Kaitan dengan makna kebebasan ekonomi dapat dilihat dari prinsip keadilan dan 

keseimbangan yang diajarkan dalam ayat ini. Dalam Islam, kebebasan ekonomi tidak 

berarti kebebasan tanpa batas atau tanpa tanggung jawab. Ada hak-hak yang harus 

dihormati, termasuk hak-hak tanaman dan hasil panen, dan ada juga prinsip untuk 

tidak berlebihan atau berlebih-lebihan dalam konsumsi. Prinsip-prinsip ini 

mencerminkan pendekatan ekonomi yang seimbang dan adil dalam pandangan 

Islam. 

ayat 275 surah al-Baqarah yang menyatakan; "Allah menghalalkan perdagangan dan 

mengharamkan riba". 

وا ي أكُْلوُْن ٰٓ ا لَّذِيْن ٰٓ ب  ٰٓ الر ِ ٰٓ ي قوُْمُوْن ٰٓ ل  ا اِلَّ بَّطُهُٰٓ الَّذِيْٰٓ ي قوُْمُٰٓ ك م  نُٰٓ ي ت خ  ٰٓ مِن ٰٓ الشَّيْط  س ِ  لِك ٰٓ الْم  ا بِا نَّهُمْٰٓ ذ  ا ق الوُْ  وا ٰٓ مِثلُْٰٓ الْب يْعُٰٓ اِنَّم  ب  لَّٰٓ الر ِ ا ح  اٰللُّٰٓ و   

م ٰٓ الْب يْع ٰٓ رَّ ح  وا ٰٓ و  ب  نْٰٓ الر ِ ه ٰٓ ف م  اۤء  وْعِظ ة ٰٓ ج  نْٰٓ م  ب ِه ٰٓ م ِ ى رَّ ا ف ل ه ٰٓ ف انْت ه  ا مْرُه  ٰٓ س ل ف  ٰٓ م  نْٰٓ   ٰٓ اٰللِّٰٓ اِل ى و  م  ىِٕك ٰٓ ع اد ٰٓ و 
بُٰٓ ف اوُل ۤ ٰٓ النَّارِٰٓ ا صْح  هُمْٰٓ     

ا لِدوُْن ٰٓ فِيْه  خ   

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 

mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 

jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada 
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Allah. Dan barangsiapa yang kembali (mengambil riba), maka mereka itulah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." 

Ayat ini menegaskan larangan atas praktik riba dan menyatakan bahwa Allah 

menghalalkan perdagangan sementara mengharamkan riba. Pernyataan ini 

menyoroti prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang mengedepankan keadilan dan 

kebebasan manusia dalam aktivitas ekonomi. 

Kaitannya dengan makna kebebasan manusia dalam ekonomi terletak pada 

perspektif bahwa Islam mengakui kebebasan dalam beraktivitas ekonomi, termasuk 

perdagangan. Namun, sambil memberikan kebebasan tersebut, Islam juga 

menetapkan batasan-batasan etika dan moral dalam berbisnis, seperti larangan 

terhadap riba. 

Penting untuk diingat bahwa dalam konteks Islam, kebebasan manusia dalam 

ekonomi diarahkan pada tindakan yang tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan, 

kebenaran, dan moralitas. Oleh karena itu, kebebasan ekonomi dalam Islam bukan 

berarti kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang diiringi dengan tanggung jawab 

moral dan etika. 

Surat Al-Baqarah (2:188): 

ٰٓ ل  ا و  ال كُمْٰٓ ت أكُْلوُْ  تدُْلوُْا بِالْب اطِلِٰٓ ب يْن كُمْٰٓ ا مْو  ا ٰٓ و  نْٰٓ ف رِيْقاً لِت أكُْلوُْا الْحُكَّامِٰٓ الِ ى بِه  الِٰٓ مِ  ثمِْٰٓ النَّاسِٰٓ ا مْو  ا نْتمُْٰٓ بِالِْ ت عْل مُوْن ٰٓ و   ࣖ 

   "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil dan 

janganlah kamu membawa urusan-urusan harta kepada hakim (yang dapat 
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dipengaruhi) supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara 

yang salah." 

Surat Al-Baqarah (2:267): 

اي  ٰٓ ا الَّذِيْن ٰٓ ا يُّه  نوُْ  م  تِٰٓ مِنْٰٓ ا نْفِقوُْا ا  ا ط ي ِب  ا ٰٓ ك س بْتمُْٰٓ م  مِمَّ جْن ا و  ن ٰٓ ل كُمْٰٓ ا خْر  ٰٓ   ٰٓ الْ رْضِٰٓ م ِ ل  مُوا و  بِيْث ٰٓ ت ي مَّ ل سْتمُْٰٓ تنُْفِقوُْن ٰٓ مِنْهُٰٓ الْخ  خِذِيْهِٰٓ و  اِلَّ ٰٓ بِا   

ا   ٰٓ فِيْهِٰٓ تغُْمِضُوْا ا نْٰٓ اعْل مُوْ  مِيْد ٰٓ غ نِي ٰٓ اٰللّ ٰٓ ا نَّٰٓ و  ح   

   "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu." 

Surat Al-Hasyr (59:7): 

ا ٰٓ ى اٰللُّٰٓ ا ف اۤء ٰٓ م  سُوْلِه ٰٓ ع ل  ى ا هْلِٰٓ مِنْٰٓ ر  ِٰٓ الْقرُ  ٰ ِ سُوْلِٰٓ فَلِ  لِلرَّ لِذِى و  ى و  ى الْقرُْب  م  الْي ت  كِيْنِٰٓ و  س  الْم  ابْنِٰٓ و  ٰٓ ك يْٰٓ السَّبِيْلِ ٰٓ و  دوُْل ةًٰٓ ي كُوْن ٰٓ ل   ٰٓ    

ا ٰٓ مِنْكُمْ ٰٓ الْ غْنِي اۤءِٰٓ ب يْن ٰٓ م  ىكُمُٰٓ و  ت  سُوْلُٰٓ ا  ا ف خُذوُْهُٰٓ الرَّ م  ىكُمْٰٓ و  اتَّقوُا ف انْت هُوْا ٰٓ ع نْهُٰٓ ن ه  انَِّٰٓ اٰللّ ٰٓ و  الْعِق ابِ ٰٓ ش دِيْدُٰٓ اٰللّ ٰٓ     

   "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah; dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." 

Surat Al-Baqarah (2:261): 

ث لُٰٓ ال هُمْٰٓ ينُْفِقوُْن ٰٓ الَّذِيْن ٰٓ م  ث لِٰٓ اٰللِّٰٓ س بيِْلِٰٓ فِيْٰٓ ا مْو  بَّة ٰٓ ك م  ب ت تْٰٓ ح  بلُ ة ٰٓ كُل ِٰٓ فِيْٰٓ س ن ابلِ ٰٓ س بْع ٰٓ ا نْ  ائ ةُٰٓ سُنْ  بَّة ٰٓ م ِ اٰللُّٰٓ   ٰٓ ح  عِفُٰٓ و  نْٰٓ يضُ  يَّش اۤءُٰٓ لِم   

اٰللُّٰٓ  ٰٓ اسِع ٰٓ و  ع لِيْم ٰٓ و   

   "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Mengetahui." 

 

 

Penjelasan dari dalil al-quran mengenai kebebasan manusia dalam ekonomi syariah 

1. Al-Baqarah 2:275: Ayat ini membahas hukum riba (bunga atau keuntungan 

yang dilarang dalam Islam) dan memberikan panduan tentang memberikan 
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keuntungan yang halal. Prinsipnya adalah agar ekonomi berjalan dengan adil 

dan tanpa mengeksploitasi orang lain. 

2. Al-Baqarah 2:267: Ayat ini membahas tentang memberikan infaq dan 

bersedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dunia. Memberikan 

dalam keadaan sukacita dan kesyukuran adalah salah satu cara untuk 

membersihkan harta dari sifat serakah dan egois. 

3. Al-Baqarah 2:261: Ayat ini merinci contoh orang-orang yang menafkahkan 

harta mereka di jalan Allah dan memberikan amal kecil atau besar. Allah 

menekankan pentingnya memberikan dalam berbagai bentuk dan sejauh mana 

seseorang bersedia memberikan. 

4. Al-Baqarah 2:188: Ayat ini memberikan peringatan tentang tindakan menipu 

dalam perdagangan dan memberikan pemahaman bahwa keberhasilan dalam 

ekonomi bukan hanya karena keuntungan dunia semata, tetapi juga harus 

memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan. 

Surah Al-Hashr: 

1. Al-Hashr 59:7: Ayat ini menggambarkan hak-hak ekonomi yang diberikan 

kepada orang-orang miskin dan fakir dalam masyarakat Islam. Mereka berhak 

mendapatkan sebagian dari harta rampasan perang sebagai bentuk keadilan 

sosial dan distribusi kekayaan yang adil. 

Dalam konteks kebebasan manusia dalam ekonomi dalam konteks Islam, prinsip-

prinsip utama melibatkan keadilan, kejujuran, dan distribusi kekayaan yang merata. 

Islam mengajarkan agar manusia menggunakan harta dan kekayaan mereka dengan 

cara yang bertanggung jawab, menghindari eksploitasi dan mendukung 

kesejahteraan bersama. Kebebasan ekonomi dalam Islam selalu dibatasi oleh nilai-

nilai moral dan etika. 
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C. Makna Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam  

Pandangan Islam tentang kebebasan tidak sepenuhnya menyerupai kapitalisme 

atau paradigma ekonomi  sekuler.Dalam Islam, kebebasan diartikan sebagai hak 

setiap individu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya yang dikuasainya. 

 Oleh karena itu, segala bentuk tindakan, kebijakan, termasuk sistem yang dapat 

membatasi kebebasan manusia, dianggap sebagai penghambat kemajuan sosial dan 

dapat mengurangi keuntungan di berbagai tingkat persaingan (Usnan, 

2016).Kebebasan ekonomi dalam Islam membolehkan kegiatan ekonomi kecuali ada 

larangan yang menghalanginya, mendatangkan manfaat, dan tidak menimbulkan 

kerugian pribadi atau sosial. 

 Prinsip kebebasan ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai 

keseimbangan menyeluruh dalam kehidupan manusia, termasuk keseimbangan 

antara tubuh dan jiwa, material dan spiritual, individu dan masyarakat, masa kini dan 

masa depan,  dunia dan akhirat.Keseimbangan antara tubuh dan jiwa, atau materi dan 

jiwa, dianggap sebagai kunci kesejahteraan seseorang secara keseluruhan (WAJO, 

2021). 

 Dalam konteks ekonomi Islam, terdapat dua prinsip utama: kebebasan (al-

Hurriya) dan tanggung jawab (al-Masuriya).Asas kebebasan menyatakan bahwa 

setiap individu berhak atas kebebasan penuh berpikir dan bertindak dalam kegiatan 

ekonominya, namun harus diingat bahwa kebebasan tersebut terbatas pada tindakan 

yang halal dan terpuji.Hal ini mencakup kebebasan untuk melakukan berbagai 

kegiatan ekonomi, seperti eksploitasi sumber daya alam di laut dan di darat, seperti 

pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha halal lainnya  (Fitriyah, 2017). 

 Prinsip dasar harta dalam Islam adalah  segala sesuatu di alam semesta  adalah 

milik Allah.Namun Islam tetap mengakui kepemilikan pribadi, dan setiap individu 

memiliki kebebasan penuh untuk memiliki dan mengelola properti, asalkan diperoleh 

dengan cara yang benar.Kebebasan ini mencakup hak  individu yang tidak dibatasi 

untuk melakukan transaksi, asalkan tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh 
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hukum Islam.Dalam Islam, transaksi riba, maysir, gharar dan objek usaha yang tidak 

halal tidak diperbolehkan (Ngatikoh & Setiawan, 2018).Meskipun ada kebebasan 

dalam ekonomi Islam, namun tetap ada batasan hukum Islam yang harus dipatuhi. 

 

KESIMPULAN 

Kebebasan manusia dalam konteks ekonomi Islam mencerminkan hak individu 

untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan tetap mematuhi prinsip-

prinsip moral dan etika Islam. Dalam Islam, kebebasan ekonomi tidak diartikan 

sebagai kebebasan mutlak untuk mengejar keuntungan semata, melainkan sebagai 

kebebasan yang terbatas oleh nilai-nilai Islam. Prinsip ini terwujud dalam berbagai 

ayat Al-Qur'an yang memberikan panduan tentang perdagangan, infaq, zakat, dan 

distribusi kekayaan secara adil. 

Dalam perspektif Islam, kebebasan ekonomi tidak hanya melibatkan hak individu 

untuk memiliki dan mengelola harta, tetapi juga kewajiban sosial dan etika bisnis. 

Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan 

keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Kebebasan individu dalam 

berusaha dan memiliki harta harus selalu memperhatikan aturan-aturan Islam yang 

melarang riba, penipuan, dan eksploitasi. 

Dalam Islam, kebebasan ekonomi diwujudkan melalui konsep kepemilikan yang adil 

dan distribusi kekayaan yang merata. Hak untuk mengelola harta tidak hanya untuk 

kepentingan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga untuk mencapai tujuan 

kesejahteraan bersama. Individu tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban 

moral untuk menggunakan kekayaan mereka secara bertanggung jawab demi 

kepentingan umum. 

Selain itu, kebebasan ekonomi dalam Islam mencakup konsep zakat dan infaq, di 

mana individu diberikan kebebasan untuk memberikan sebagian dari kekayaan 

mereka demi mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada 
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yang membutuhkan. Kebebasan ini diiringi dengan tanggung jawab moral terhadap 

masyarakat dan penerima manfaat dari kekayaan tersebut. 

Dengan demikian, kebebasan manusia dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan 

tanpa batas untuk mengejar keuntungan pribadi semata, tetapi kebebasan yang diatur 

oleh prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan 

solidaritas sosial. Kebebasan tersebut menjadi landasan bagi terciptanya ekonomi 

yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan. 
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